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BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Nasional
(PPID Pelaksana PPPOMN)




DIAGRAM ALIR
ATASAN PPID BPOM

Menerima pengajuan keberatan atas permintaan informasi dari
Pemohon Informasi Publik atau Pengaju Keberatan*

n PPID BPOM; PPID PELAKSANA;
PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI, PENGELOLAAN,
DAN PELAYANAN INFORMASI

Menerima disposisi pengajuan keberatan atas permintaan informasi

B PPID BPOM; PPID PELAKSANA;
PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI, PENGELOLAAN,
DAN PELAYANAN INFORMASI

Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan
atas permintaan informasi **
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PPID BPOM, PPID PELAKSANA,
PPID BPOM BIDANG DOKUMENTASI, PENGELOLAAN,
DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID BPOM BIDANG
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Menyusun rancangan tanggapan tertulis ***
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ATASAN PPID BPOM
Menyetujui tanggapan tertulis
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ATASAN PPID BPOM

Menyampaikan tanggapan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik
atau Pengaju Keberatan ****

Waktu Mutu
Baku
1 hari kerja
Waktu Mutu
Baku
1 hari kerja

Waktu Mutu
Baku
3 hari kerja

Tidak

Waktu Mutu
Baku
30 hari kerja

KETERANGAN
*
1. Pengajuan keberatan dapat disampaikan secara:
a. tertulis dengan datang langsung; BADAN POM
b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya).
2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus. maka dapat dibantu oleh Petugas

Pelayanan Informasi Publik (PP1) dalam pengisian formulir keberatan.
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1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:

penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;

tidak disediakannya Informasi berkala;

tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;

Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait.
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2. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:

nomor register Permintaan Informasi Publik;

nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik;
tujuan penggunaan Informasi Publik;

identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;

alasan pengajuan keberatan;

waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI;

nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan

nama dan tanda tangan PPl yang menerima pengajuan keberatan.
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4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi subsite
PPID.

5. lJika pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana butir 2 diatas, maka pengajuan keberatan dikembalikan
kepada pengaju keberatan untuk dilengkapi dalam 3 hari kerja.
[

1. PPID BPOM dan PPID Pelaksana dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan dan/atau
meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
2. Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada SOP Pengujian Konsekuensi.
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Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.
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FORMULIR 6
FORMULIR KEBERATAN

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
J1. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560
Telepon/Fax: 021-424 5075/420 1427

BADAN POM Email: ppomn@pom.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan

Nomor Pendaftaran
Permintaan Informasi

Tujuan Penggunaan Informasi : ...

Identitas Pemohon PP PP PP T PPTPRRR
Nama S PPN
Alamat ettt eteteeeieteeneaeteeeaetatetetaeetetaaerataanaas
Nomor Telepon/Email N

Identitas Kuasa Pemohon **
Nama PO P PPN
Alamat e ettt eteteeieieteeaeteteeeaetaeetetaeetetaaetataanas
Nomor Telepon/Email N

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN#***

Permintaan Informasi ditolak

Informasi berkala tidak disediakan

Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Permintaan informasi tidak dipenuhi

Biaya yang dikenakan tidak wajar

g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan
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C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: [tanggall, [bulan], [tahun]
[diisi oleh petugas[****

Demikian pengajuan keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan
terima kasih.

Mengetahui, ******
Petugas Pelayanan Informasi Publik Pengaju Keberatan,
(Penerima Keberatan)

(oo ) (v )
Nama jelas dan tanda tangan Nama jelas dan tanda tangan
Keterangan:
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
o Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
ok Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang
diajukan.
**+%  |Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
**xx%  |Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap
sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
*xxxk* | Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas
yang menerima pengajuan keberatan.
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FORMULIR 7
REGISTER KEBERATAN

BADANPOM

PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
J1. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560

Telepon/Fax: 021-424 5075/420 1427
Email: ppomn@pom.go.id
REGISTER KEBERATAN
Periode: Januari-Desember [diisi dengan tahun]
. Alasan Pengajuan Keberatan Hari dan
Tujuan
No. Pendaf- Infor- (Pasal 35 ayat (1) Tanggal
. Penggu- . Nama dan Tanggapan
Nomor Peker- taran masi UU KIP) Keputusan Pemberian
No Tgl Nama Alamat naan Posisi Atasan Pemohon
Kontak jaan Permintaan yang Atasan PPID Tanggapan
Infor- PPID Informasi
Infor-masi Diminta . a* b* o* d* e* £ g atas
masi
Keberatan

Keterangan:
No. : diisi dengan nomor registrasi keberatan
Tgl. : diisi dengan tanggal keberatan diterima
Nama : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
Alamat : diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi Publik

Nomor Kontak

: diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik)

Pekerjaan

: diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi Publik

No. Pendaftaran Permintaan

Informasi Publik

kolom ini tidak perlu diisi.

: diisi dengan nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka

Tujuan Penggunaan Informasi

: diisi dengan tujuan/alasan permintaan dan penggunaan atas informasi.

Alasan Pengajuan Keberatan

(Pasal 35 ayat ( 1) UU KIP)

Informasi Publik:

: diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan
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Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

a.

b. Tidak disediakannya informasi berkala.

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.

d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta.

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.

g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Atasan PPID

: diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.

Hari dan Tanggal Pemberian

Tanggapan atas Keberatan

: diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

Nama dan Posisi Atasan PPID

: diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk

mewakili atasan PPID.

Tanggapan Pemohon Informasi

: diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID.
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